
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA BATU 
 

PERATURAN  DAERAH  KOTA  BATU 
NOMOR  1 TAHUN  2011 

 
T E N T A N G 

 
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN  2011 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA  BATU, 

Menimbang           :     a.   bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang 
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008,  Kepala  Daerah  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang 
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (APBD)   kepada   Dewan 
Perwakilan   Rakyat   Daerah   (DPRD)   untuk   memperoleh   persetujuan 
bersama; 

 

b.   bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja  Daerah  (APBD)  yang  diajukan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
huruf  a,  merupakan  perwujudan  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah 
Tahun  2011  yang  dijabarkan  kedalam  kebijakan  umum  APBD  serta 
prioritas  dan  plafon   anggaran   yang  telah  disepakati  bersama   antara 
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal    bulan Desember Tahun 
2010; 

c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a 
dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Batu  Tahun  Anggaran 
2011. 

 
Mengingat             :     1.   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1985   tentang   Pajak   Bumi   dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan  Lembaran  
Negara  Nomor  3312)  sebagaimana  telah  diubah dengan   Undang-Undang   Nomor   
12   Tahun   1994   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
2.   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah  
dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2000  tentang  Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

 
3.   Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara Yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran  
Negara  Republik     Indonesia     Tahun     2001     Nomor  91, Tambahan Lembaran 
Negara 4118); 

 
5.   Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    tentang    Perbendaharaan 

Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 42 Tahun 1986); 

 
6.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

 
7.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan  (Lembaran  Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
8.   Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang    Pemeriksaan Pengelolaan  



dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik    Indonesia    
Tahun    2004    Nomor  66,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
9.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun 
2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
10. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang    Pemerintah  Daerah (Lembaran  

Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2004    Nomor  125, Tambahan  Lembaran  
Negara  Nomor  4437)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4844); 

 
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik   Indonesia   
Tahun   2004   Nomor  126,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
12. Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak   Daerah   dan 

Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 

 
13. Peraturan   Pemerintah   106   Tahun   2000   tentang   Pengelolaan   dan 

Pertanggungjawaban  Keuangan  dalam  Pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203); 

 
14. Peraturan   Pemerintah   Nomor   108   Tahun   2000   tentang   Tata   Cara 

Pertanggungjawaban  Keuangan  Dalam  Pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan Tugas  
Pembantuan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

 
15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang   Kedudukan Keuangan  

Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran  Negara Republik   Indonesia   
Tahun   2000   Nomor   210,   Tambahan   Lembaran Negara Nomor 4028); 

 
16. Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   2004   tentang   Kedudukan Protokoler  

Dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun     2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005  tentang Perubahan  
Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang Kedudukan  Protokoler  
Dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

 
17. Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Keuangan  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik; 
 

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman  Daerah (Lembaran   
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi 

Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  138,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4576); 

 
23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah  Kepada Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 



24. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan 
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4578); 

 
25. Peraturan    Pemerintah    Nomor    65    Tahun    2005    tentang    Pedoman Penyusunan   

dan   Penerapan   Standar   Pelayanan   Minimal   (Lembaran Negara   Republik   
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   150,   Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 
26. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa (Lembaran Negara   

Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   158,   Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4857); 

 
27. Peraturan    Pemerintah    Nomor    79    Tahun    2005    tentang    Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

 
28. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Laporan  Keuangan dan  Kinerja  

Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan    Pemerintah    Nomor    41    Tahun    2007    tentang   Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,     

Pengendalian     Dan     Evaluasi     Pelaksanaan     Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4817) ; 

 
31. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4972) ; 

 
32. Peraturan   Pemerintah   Nomor   69   Tahun   2010   tentang   Tata   Cara Pemberian  

dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 
Nomor    , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor     ) ; 

 
33. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ; 
 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  
2005  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan   

Keuangan   Daerah   sebagaimana   telah   diubah   dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2010 ; 

 
38. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor    :    84/PMK.07/2008    tentang Penggunaan  

Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau  dan  Sanksi  Atas Penyalahgunaan Alokasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ; 

 
39. Keputusan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   152   Tahun   2004   tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 
 

40. Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  1  Tahun  2005  tentang  Kedudukan Protokoler  dan  
Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat   Daerah   sebagaimana   
telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Perubahan  
atas  Peraturan  Daerah  Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 


